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EUPATI wAKAroBr
PERATURAil BUPATI WAI(ATOBI

NOMOR: 6 TAHUN2oog

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNG$I DAN TATA KERJAs E K R E TA R I A T D E WA N Fe nv,in x I I e il. nI xYA T DA E RA HKABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOB|,
Menimbang : a' bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 9 peraturanDaera' Nomor 4 Tahun ,o'0g 6;n-g srrrn"n organisasi danTata Kerla sekretariat D";;;;"=d"n Sekretaiiat DewanPerwakilan Rakvat 

-,9a,eran - RaOupat"n Wakatobi, makadipandang perlu menetapkan XeOuJutan, Tugas pokok, Fungsidan Tata Kerja Sekretariat D";;;-;;wakitan Rakyat DaerahKabupaten Wakatobi;

b. barrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksuddaram huruf a, perru menetapkarlperrturun Bupati wakatobi.

Mengingat :1' Undang-Undang Nomor B Tahun 1g74 tentang pokok-pokokKepesawaian iebasaimanr -i.1rn ;;;;; ''l*in!n 
undans_Undans Nomor 43 iahun rsbe-rl;ffi. i,TH* Repubrikrndorresia Talun 1gg9 rvomoi 169, Tamba'in LembaranNegara Repubtik lndonesia N;;;, 3890);

2' Undang-undang Nomor 4 Tahun lggg tentang susunan c,anKedudukan MpR, DpR dan oeno 1r-"rbaran Nregara Repubrikrndonesia Tahun lggg Nomor za, tamuanan r-"mElran NegaraRepubtik lndonesia NomorCef ll;
3. Undang-Undang Nomor Zg Tahun lggg tentangPenyelenggaraan, Negu* y"ng eersin oan geoa!-Jari Korupsi,Kolusi dan Nepotisrn6 llemnlr"n Negara Repubrik rndonesiaTahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubriklndonesia Nomor 3gS1);
4' Undang-undang Nomor 2g rahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten B?.pun:, Kabupaten Wakatobi jan-t<abupaten
Koraka Utara di provinsi sutawesi.r"nggrru (t-*r^orr"n NegaraRepubtik tndonesia Tahun zo03 N;il.-i++l-'rrmbahan
Lembaran Negara Repubtik tnOonesia ruomor +SSdj;

5' Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan perundang.-undangan (Lembaran Negara Repubriklndonesia Tahun 2004 Nomoisc, iamoanin r*r"orln NegaraRepublik tndonesia Nomor 43g9);

6' Undang-undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran, Negara Refubrik rndonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lemoaian rvegara-Ripiutiti'tnoon*si"Nomor 4437) sebagaimana tel;h diubah dengan Undang-undang Nomor 

' 
Tihun 2005 tentang eenetap"an reraturan

,il
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Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan atas un-darig-unorng Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintahan oaeian menjadi Unoang-r.in6q*(Leinbaran Negara Repubrik rnoonesiallnr" zooiit5mor toa,Tarnbahan Lembaran Negara n"prlr* rnoonesia rrr;;;' 4s4B)dan diubah lagi dengan u-noang-JnJ"ng Nomor 12 Tahun 2008tentang perubahan Kedua ri-rr unoing-u,1dan! 
'ilomor 

szTahun 2004 tentang pemeri ntanan-oa"rJn rr-"n,i"on- NegaraRepublik rndonesii Tahun ioba Nomor 59, TambahanLenrbaran Negara Republik f nOonlsia Nomor +gaai;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pur"l dan pemerintah Daerah(Lembaran Negara Repubrik rnoonesra Tahun zooa r.roror 126,Ta mbahan Lembaran Nega ra n"prorir. r noonesa No*-or'+€gl 

;
Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 19gg tentang KoordinasiKegiatan rnstansi vertikar di o""ilrr tr-emuaiari--tt"g"r"Repubrik rndonesia Tahun rgs; Nomor 10, TambaharrLenrbaran Negara Republik f nOonesia Nomor 3378);
Peraturan pemerintah Nonror g rahun 2003 tentang pedoman
Pembentukan oroanisasi dan e"r"ngx"t Daerah (Lernbaran
frt 

eo3 ra R epubt i k indonesia r"nrn zoo'i'l\";;;' ;l, !?xlo. n.nLembaran Negara Republik fnOonesia frfomor iZAil; '-"'
10. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2003 tentang wewenangPengangkatan, pemindahan dan pemnerneniiJn pr:gawai

Negeri sipir (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahurr 2003Nomor 15, Tambanan teirbaran Negara Repubrik rndonesiaNomor a2ffi);

1 1' Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2oo7 t*ntangPembagian 
-urusan 

pemerintahan anir* Femerintah,Pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah DaerahKabupaten/Kota^(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun20A7 Nomor gg, Tambahan- Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4741);

12' Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2oa7 tentangOrganisasi eeralq!{..Daerah lLembara.- fV"g-"; Repubtikrndonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan I-"doai"n NegaraRepublik lndonesia Nomor 47g7); 
rrvqrqrr l\t'gcrrd 

.qr

13' Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2oo' tentang urusanPemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintah DaerahKabupaten wa-t<atJoi rremiaran' Daerah Kabupaten wakatobiTahun 2008 Nomor 3);

14' Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2o0g tentang susunanorganisasi dan Tata Kerja sekreiariat Daerah dan sekretariat
.?fFD K1!upatel1^Wakitooi (Lembaran Oaeran RaoupatenWakatobi Tahun 2008 Nomor 4)j

15' Peraturan Bupati wakatobi Nomor 5 Tahun 200g tentang Tatacara Penyusunan, pengajuan dan pembahasan peraturan
Daerah, peraturan gupati, Keputusan Bupati 

- 
Jan rnstruksiBupari di Lingkungan pemerintatr Kabupaten w;kal;;i.

7.

8.

L



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETANTNi OEWNIV
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. Bupati adalah BupatiWakatobi.

4' Dewan Penrrrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Xa-nupaten WifatoUi.

5' Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan penruakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Wakatobi.

6' Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi.

7. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Wakatobi.

9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perurakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wakatobi.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di
lingkungan Sekretariat DpRD Kabupaten Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2
sekretariat DPRD 

-adalah merupakan unsur pelayanan terhadap De,wan
Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab t<epioa eimpinan DPRD
dan secara administrasi bertanggung jawab [epada tsupati melaliri Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
?PRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2)
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Pasal 4
untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sekretariatDPRD mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DpRD;
b. Penyelenggaraan admini.strasi keuangan DpRD;
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DpRD;
d' Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DpRD; dane' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DpRD sesuai dengantugas pokok dan fungsinyi,

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan organisasi sekretariat DpRD ter.diri atas :

a. Sekretaris DpRD;

b. Bagian Umum terdiri dari :

1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2) Subbagian perlengkapan dan Rumah Tangga;
3) Subbagian perjalanan Dinas.

c. Bagian Keuangan dan program terdiri dari :

1) Subbagian Anggaran dan pembiayaan;

2) Subbagian perencanaan;

3) Subbagian Evaluasi dan pelaporan.

d. Bagian Tata Hukum dan perundang-undangan terdiri dari :

1) Subbagian Tata Hukum dan perundang_undangan;

2) Subbagian Dokumentasi,

3) Subbagian perpustakaan.

e. Bagian Humas dan persidangan terdiri dari :

1) Subbagian Humas;

2) Subbagian protokoler;

3) Subbagian Rapat dan Risatah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh
seorang_ Kepara Irgjgl yang berada di bawah oai oertariggJng 

- 
jawab

kepada Sekretaris DpRD.

{l

\{
't
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Bagian Kedua

Bagian Umurn

Pasal 6
Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas sekretariat DPRD
::iil rffg; f#',.;trff ',# # t Fii; 

il ; ;# n E i S 
" 
*" n n, p e r; a r a n Jn,r i n a s,

pasal Z

UIH il:Hr#iffi|3] tugas sebasaimana dimaksud daram pasar 6, Basian

Pelaksanaan pengeroraan urusan 
. 
surat menyurat, arsip, kepegawaian,ketatalaksanaan, pendidikan Oan peiatinan;

Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan rumah jabatan pimpinan DpRD;
Peraksanaan urusan pengeroraan barang dan aset sekretariat DpRD;
Pelaksanaan urusan administrasi perjaranan dinas DpRD;

5';5ffi#il.l1$ffii penvediaan dan pengkoordinasian tenaga ahri yans

ir;'3$ilX?'.:Til'"l1ll /j' n d ibe ri ka n o I eh se kreta ri s D p R D ses ua i den sa n

pasal g

Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata t;saha dan Kepegawaian;
b. Subbagian perlengkapan dan Rumah Tangga;
c. Subbagian perjalanan Dinas.

subbagian sebagaimana dimaksud pada,ayat. (1), masing-masing dipimpinoleh seorang Kepara subbagian yang'beraoa oi oiwln Jan oertanggung jawabkepada Kepala Bagian Umuir. 
r -. 'e

pasal 9

subbagian Tata usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas meraksanakanpengelotaan ketatau.sahaan yang ireliputi p"ng;rol;; surat menyurat danarsip, kepegawaian, ketatarakianlan, penrtioikan-oan peiatinan.
subbagian Perrengkapan dan rumah 

^tllggg m_empunyai tugas menyiapkankebutuhan rumah t?ngga pimpinan opno-"0"n s"*i"i"'riut DPRD, mengerorabarang dan aset Sekretariat DpRD.

stlnfqoial Perjaranan Dinas mempunyai tugas meraksanakan urusanadministrai perjaranan pimpinan dan 
- 
Anggo"ta onbn serta pegawaiSekeretariat DpRD.

Bagian Ketiga
Bagian Keuangan dan program

pasal 10
Bagian Keuangan dan Progaram rnempunyai tugas melaksanakan sebagian tugassekretariat DPRD meliputi urusan penatausahaan keuangan, pengkoordinasianpenyusunan rencana. program/kegiatan dan anggaran DpRD dan sekeretariatDPRD serta evaluasi dan petapora,i.

a.

b.

c.

d,

e.

t.

(1)

(2)

{
(1)

(2)

(3)
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Pasal 11

iJl:[rTf?:?'ilffiniln,.Y;,tr;,.,,:?1T,n" dimaksud daram pasar 
1 0, bagian

a, Penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. Penyusunan rencana anggaran;
c' Pengelolaan dan penatausahaan keuangan pada sekretariat DpRD;d. Penyusunan dan penyampaian evaluasidan pelaporan; dane 

fi:':$ilXX'.::,tnJ:llrlano diberikan oreh sekretaris D'RD sesuai densan

Pasal 12
(1) Bagian keuangan terdiri dari :

a. Subbagian Anggaran dan pembiayaan;

b. Subbagian perencanaan;

c. Subbagian Evaluasi dan pelaporan.
(2) subbagian sebagaimana dimaksud- pada 

.ayat (1), 
.rnasing_masing dipimpinoleh seorang.Kepara suboagia; yang berada oioawan dan bertanggung jawabkepada Kepala Bagian t<"ringan dai piq!ffi.'""'

pasal 13
(1) subbagian Anggaran dan pemb::l::l mempunyai tugas menyusun rencanaanggaran' mengelola dan menatausahakan r.J*rigln pada sekretariat DpRD.(2) subbagian Perencanaanl"tle'I'tpunyai tugas menyusun rencana program kegiatanpimpinan dan anggota DpRti serta serretariat DpRD.
(3) Subbagian Evaluasi dan petapor_ _

dan p.ir"p"r.n pada Sekret"riut oilnilempunyai 
tugas melaksanakan evaluasi

Bagian Kempat
Bagian Tata Hukum dan perundang_undangan

Pasal 14
Bagian Tata Hukum dan perundang_-,undangan mempunyai tugas meraksanakansebagian tugas sekretariat DPRD d;t1,1 nn6nerrffiil dan menyiapkan referensiPeraturan Perundang-unrlangan, iasititasi 

-'plnv..iri,'n"n 
rancangan peraturanDaerah, mengadminis-trasikan"- peraturan cari r<.ipr,rr"o DpRD, mengerora danmengembangkan perpustakaan serta mendokum"ni"iik"n kegiatan DpRD,

!nl'r menverenss^1,g 
lugu: ,"u:n1;,;'j;- dimaksud daram pasar 14, BagianTata Hukum dan perundang_JnOangan mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan fasiritasi penyusunan rancangan peraturan Daerah;
b. Pelaksanaan urusan administrasi Keputusan DpRD;
c. Pelaksanaan dokumentasi kegiatan_kegiatan DpRD;
d. Pengelolaan dan pelayanan perpustakaan DpRD;
e. Penyusunan dan penyatnpaian evaluasi dan pelaporan; dan

{



7

f' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DpRD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bagian Tata Hukum dan perundang-undangan terdiri dari :

a. Subbagian Tata Hukum dan perundang-undangan;

b. Sublragian Dokumentasi;

c. Subbagian Perpustakaan,

(2) subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada-di bawah dan Sertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Tata Hukum dan perundang-undangan.

pasal 17

(1) subbagian Tata Hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas
menghimpun pedcman dan petunjuk teknis, 

-menyiapkan 
referensi peraturan

Perundang-undangan, memfasilitasi penyusunan rincangan peraturan Daerah
dan menyelenggarakan urusan administrasi Keputusan DpRD.

(2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasikan
dan memelihara dokumen kegiatan DpRD.

(3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas mengelola administrasi dan
memberikan pelayanan perpustakaan.

Bagian Kelima

Bagian Humas dan persidangan

Pat-al 18

Bagian Humas dan Persidangan mernpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
sekretariat DPRD dalam pembuatan risarah Apat-rapat DPRD, meniatur can
mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat dan mempublikasikan kegialan DpRD
serta melaksanakan fasilitasi hubungan masyarakat dengan DpRD.

Pasall9
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian liumas
dan Persidangan mempunyaifungsi :

a. Penyelenggaraan pembuatan risalah rapat-rapat DpRD;

b. Penyiapan, pengaturan, pengkoordinasian pelaksanaan rapat-rapat DpRD;

c. Penyiapan kelengkapan rapatrapat yang diselenggarakan oleh DpRD;

d. Menyelenggarakan keprotokoleran DPRD;

e. Pelaksanaan publikasi kegiatan DPRD;

f. Pelaksanaan fasilitasi hubungan masyarakat dengan DPRD;

g. Penyusunan dan penyampaian evaluasi.dan pelaporan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.

{



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

pasal 20

Bagian Humas dan persidangan terdiri dari;

a. Subbagian Humas;

b. Subbagian Protokoler;

c. Sutrbagian Rapat dan Risalah.

subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpinoleh seorang kepala Subbagian yang berada oi oiwan dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Humbs din plrsidangan.

pasal 21

subbagian Humas mempunyai tugas melaksanakan publikasi kegiatan DpRDdan fasilitasi hubungan masyarakit dengan DpRD seha metakukan koordinasikehumasan di dalam dan di Luar Sekretariat DpRD.
Subbagian Protokoler mempunyai tugas melaksanakan keprotokoleran DpR D,pengaturan dan koordinasi penyelerrggaraan rapat dan penerimaan tamupimpinan DPRD.

subbagian Rapat dan Risarah mernpunyai. tugas menyiapkan perrengkapan
kegiatan rapat, mengumpulkan bahan pembualan risalan serta penyusunan
risalah rapat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal22
Di lingkungan Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional
sesuai kebutuhan berdasarkan perhluran perundang-undangan yang bertaku.
Kelompok Jabatan Fungsiorrat oi:iingnungan sekretariat DPRD mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugagpekre[ariat DPRD sesuai dengan keahlan
dan kebutuhan be.dasarkan peratuian perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional, yang
diatur dan ditetapkan berdasarkan.' peraturbn perundang-unoangan yang *berlaku. ;:

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipffipin
yang ditunjuk, berada di bawah gan
DPRD. : ..

oleh seorang tenaga fungsional senior
bertanggung jawab kepada Sekretaris

;
Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja
berdasarkan Perat,;ran Perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-
undangan yang ber'laku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di
lingkungan Sekretariat DPRD menerapkan prinsip koordinasi, integras-i dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan keijanya maupun di luar lingkungan kerla
Sekretariat DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal 24
(1) setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadipenyimpangan agjr mengambir, rangkah-iJ.nii"n yang diperrukan sesuaiden gan peraturan Feru ndaig-Lrndangan yang berla ku ;(2) setiap pimlln?l satuan org::l:Tl bertanggung jawab memimpin danmengkoordinasi bawahannya riasing-masing oii memberikan bimbingan sertapetunjuk kepada bavrahannya daram-m"tut r-rn.t 

"; ilffi;;;.v':rrrrurr 
r(

(3) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
3:[X?:3:l: fX-?:. Fta 

di atasan m as i n g-ir as ins oa n m env;; pk;; rapora n

(4) setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannyawajib diolah dan dipergunakan sebagai nanan 
-untuk 

menyusun raporan danuntuk memberikan petunjuk kepada b;;;;;.-" ""
(5) Daram menyampaikan raporan 

,masing-masing kepada atasan, tembusanlaporan wajib disampaikan puta tepaoi' ,rtr",i organisasi rain yang secarafungsional mempunyai truOungan kerya.
(6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu olehpimpinan satuan organi-sasi o"*"hunnv" o"i'-i"r", rangka pemberianbimbingan kepada bawahan rriing-ruririg *.J,b, mengadakan rapat berkara.

.1..
pasal 25

Atas dasar pertimbangan_daya guna dan llasir.guna, masing-masing pejabat daramlingkungan sekretariit olno t"*i menderigasiian 
-t 

ewenangan_kewenangantertentu kepada oejabat ci oawahnya sesuai ;;;g;; ketentuan dan peraturanPerundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

pasal 26
sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah dari FegawaiNegeri Sipil yang memenuhi syarat dengan persetujuan DpRD.
Kepala Bagian dan Kepara sub Bagian di ringkungan DpRD diangkat dandiberhentikan oleh Bupati.

sekretaris DPRD lapat menyediakan tenaga ahri dengan tugas membantuanggota DPRD daram menjarankan tugasnya berdlsarkan perundang-
undangan yang berlaku,

BAB VI

PEMBIAYAAN

pasal 27
scgala biaya yang <iiperrukan untuk pelaksanaan tugas di sekretariat DpRDdibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja 6aeran.
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekretariat DpRD dapat diberikan bantr]an p"roi"v""n sesuai denganketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(1)

{q(2)

(3)

(1)

(2)

t
,,1tr

.83
+S
'd

$I
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BAB VII

KETENTUAN LAlN-LAIN

pasal 2g
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai denganPeraturan perundang-undaigan yang ferlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

pasal 29
Dengan berlakunya.peraturan Bupati ini maka segaladangan peraturan ini dan atau tioafsesuai dinyatakan

pasal 30
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam'Berita Daerah kailil;, wakatobi.

ketentuan yang bertentangan
tidak berlaku.
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Diundangkan di Wangi
pada tanggal )9 - e _

SEKRETARIS DAERA BUPATEN WAKATOBI,

DIN LAOMO
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BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2OO9NOMOR: a


